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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Penyajian Data 

1. Realisasi Pelaksanaan One day minute dan One day publish 

Realisasi sebagai pelaksanaan one day minute dan one day publish 

pada Pengadilan Agama Banjarmasin yang kemudian disebut Pengadilan 

Agama Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengadilan Agama 

Banjarmasin telah melaksanakan one day minute dan one day publish. Oleh 

karena pada hari yang sama dan dituntut hari itu juga minutasi perkara dan 

mempublikasikan dengan mengunggah setiap perkara putus hari itu sehingga 

terinput direktori putusan Mahkamah Agung.1 

Berdasarkan jumlah perkara yang diselesaikan untuk menentukan 

kategori dan Pengadilan Agama Banjarmasin berada pada kategori III dan 

juga kategori IV. Untuk Pengadilan Agama Banjarmasin untuk one day minute 

dilakukan pada hari itu juga. 

Tabel 4. 1 One Day Minute Dan One Day Publish Tahun 2020,2021 dan 

Tahun 2022 (Januari-April) 
 

 

 

No 

 

 

Tahun  

 

  

Putusan, Pelaksanaan Minutasi  dan  Publish   

 

Keterangan 
Putus Minute Publish Putusan 

One 

Day 

Minute 

Lebih 

dari 

satu 

hari 

One Day 

Publish 

Lebih 

dari 

satu 

hari 

                                                             
        1  https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ 
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1 2020 2035 2035 0 2035 0 100 %  

2 2021 2318 2318 0 2318 0 100 % 

3 Jan - April 

2022 

 

730 

 

730 

 

0 

 

730 

 

0 

 

100 % 

Sumber data: Laporan Tahun 2020, data Tahun 2021 dan data Tahun 2022 (Jan- 

April) Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A. 

 

Dalam update minutasi dan uploud putusan, penulis menelusuri Rapot 

SIPP yang berkaitan dengan One day minute dan One day publish Agama 

Banjarmasin untuk mengetahui perkembangan terakhir yaitu Tahun 2022  

(bulan Januari sampai April 2022) yang dipublish setiap hari Jum’at dalam 

kategori sesuai banyaknya perkara yang diselesaikan dan diukur pula pada 

waktu penyelesaian  sehingga dapat diketahui nilai  dan rangking Pengadilan 

Agama Banjarmasin   dalam skala Nasional sebagai  realisasi penerapan one 

day minute dan one day publish pada Pengadilan Banjarmasin yang 

menggunakan data terkini dan disesuaikan dengan hasil wawancara dengan 

Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang memberikan jawaban di tahun 

2022 oleh karena itu perlu menampilkan  Rapor Kinerja Pengadilan Agama 

Banjarmasin Kelas I A di tahun 2022,  adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 2 Rapor Kinerja Penanganan SIPP 2022 Pengadilan Agama Banjarmasin Priode  Bulan Januari  202273 

 

 

Kategori / 

No Urut 

 

Priode        

Tanggal 

DATA PENILAIAN 

K 

e 

t 

u 

a 

 

W 

a 

k 

i 

l 

H 

a 

k 

i 

m  

Kepa 

nite 

raan  

Beban 

Perka- 

ra  

Perkara 

 Putus  

Tahun 

Ini  

Beban 

Minu- 

tasi  

Minu- 

tasi 

Tahun 

Ini  

Wak- 

tu  

Putus  

Waktu 

Minu- 

tasi  

Bobot  

Upload 

Putusan  

Nilai 

Akhir  

Rang- 

King 

III/183 07-01-2022 1  1  21  25  165  35  35  35  79,121  100  100  93.04  54 

V/274 14-01-2021 1  1  21  25  240  58  58  58  79.421  100  100  93.14  87 

IV/79 21-01-2021 1  1  21  25  307  95  95  95  85.484  100  99.579  95.021  79 

V/95 28-01-2021 1  1  21  25  357  149  149  149  87.051  100  99.463  95.505  94 

 

Sumber Data:  https://badilag.mahkamahagung.go.id 

 

 

  

                                                             
          73 https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik diakses tanggal 7 Mei 2022 jam 10 WITA. 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik
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Rapor Kinerja Penanganan SIPP 2022 Pengadilan Agama Banjarmasin Periode  Bulan Februari 202274 
 

 

Kategori / 

No Urut 

 

Priode        

Tanggal 

DATA PENILAIAN 

K 

e 

t 

u 

a 

 

W 

a 

k 

i 

l 

H 

a 

k 

i 

m 

   

Kepa 

nite 

raan  

Beban 

Perka- 

ra  

Perkara 

 Putus  

Tahun 

Ini  

Beban 

Minu- 

tasi  

Minu- 

tasi 

Tahun 

Ini  

Wak- 

tu  

Putus  

Waktu 

Minu- 

tasi  

Bobot  

Upload 

Putusan  

Nilai 

Akhir  

Rang- 

king 

IV/102 4-2-2021 1 1 21 25 417 197 197 197 88.725 100 99.391 96.039 101 

IV/102 11-2-2021 1 1 21 25 467 251 251 251 88.76 100 99.363 96.041 102 

IV/109 18-2-2021 1 1 21 25 513 285 285 285 88.602 100 99.018 95.873 108 

IV/120 25-2-2021 1 1 21 25 557 337 337 337 88.33 100 98.932 95.754 117 

Sumber Data:  https://badilag.mahkamahagung.go.id 

 

 

 

  

                                                             
        74 https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik diakses tanggal 9 Mei 2022 jam 10 WITA. 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik
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Rapor Kinerja Penanganan SIPP 2022 Pengadilan Agama Banjarmasin Priode  Bulan Maret 202275 
 

 

Kategori / 

No Urut 

 

Priode        

Tanggal 

DATA PENILAIAN 

K 

e 

t 

u 

a 

 

W 

a 

k 

i 

l 

H 

a 

k 

i 

m 

   

Kepa 

nite 

raan  

Beban 

Perka- 

ra  

Perkara 

 Putus  

Tahun 

Ini  

Beban 

Minu- 

tasi  

Minu- 

tasi 

Tahun 

Ini  

Wak- 

tu  

Putus  

Waktu 

Minu- 

tasi  

Bobot  

Upload 

Putusan  

Nilai 

Akhir  

Rang- 

King 

IV/125 04-03-2021 1  1  21  25  597  366  366  366  88.484  100  98.907  95.797  119 

IV/102 11-3-2021 1 1 21 25 467 251 251 251 88.76 100 99.363 96.041 102 

IV/109 18-3-2021 1 1 21 25 514 285 285 285 88.602 100 99.018 96.873 108 

IV/120 25-3-2021 1 1 21 25 567 237 237 237 88.33 100 98.832 95.754 116 

Sumber Data:  https://badilag.mahkamahagung.go.id 

 

 

  

                                                             
       75 Ibid 
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Rapor Kinerja Penanganan SIPP 2022 Pengadilan Agama Banjarmasin Periode  Bulan April 202276 
  

 

Kategori / 

No Urut 

 

Priode        

Tanggal 

DATA PENILAIAN 

K 

e 

t 

u 

a 

 

W 

a 

k 

i 

l 

H 

a 

k 

i 

m 

   

Kepa 

nite 

raan  

Beban 

Perka- 

ra  

Perkara 

 Putus  

Tahun 

Ini  

Beban 

Minu- 

tasi  

Minu- 

tasi 

Tahun 

Ini  

Wak- 

tu  

Putus  

Waktu 

Minu- 

tasi  

Bobot  

Upload 

Putusan  

Nilai 

Akhir  

Rang- 

King 

IV/150 01-04-2022 1  1  14  26  783  556  556  556  87.895  99.856  98.417  95.309  142 

IV/150 08-04-2022 1  1  14  25  783  605  608  608  87,873 99,903 98.026 95,334  141 

IV/165 15-04-2022 1  1  14  25  872 663  663  663  87,405  99,879 99,949  95,078  151 

IV/166 22-04-2022 1  1  14  25  915  676 676  676  87.263  99,882  97,988  95.044  147 

IV/166 29-04-2022 1  1  14  25  921  730 730  730  87,06  99,89  98.082  95.011  146 

 

Sumber Data:  https://badilag.mahkamahagung.go.id 

 

 

  

                                                             
       76 Ibid  
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Rapor Kinerja Penanganan SIPP  Kategori dan Rengking  Pengadilan 

Agama Banjarmasin  Bulan Januari sampai dengan April 2022 

 

No Bulan Kategori Nilai Rangking 

1 Januari V, IV dan III 93,14   - 

95.505 

54 - 94 

2 Februari IV 95,754 - 

96.041 

101 – 117 

3 Maret IV 95,754 – 96873 102 – 119 

4 April IV 95,011 – 

95,334 

141- 151 

 

          
2. Hasil Wawancara 

a. Informan 1 

Nama  : M. Hasbi, S.H. 

TTL  : Pontianak, 11 Agustus 1965 

Alamat  : Jl. Gatot Subroto 5 

Jabatan  : Ketua Panitera 

Berdasarkan struktur organisasi yang berikut nama-mana pejabat 

pada Pengadilan Agama Banjarmasin, dan  membaca Laporan Tahunan 

Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2021 dan wawancara dengan 

Abang Hasbi, S.H., jabatan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang 

bertanggung jawab dalam bidang   kepaniteraan77,  untuk mengetahui data  

sumber daya manusia (SDM) pada Pengadilan Agama tersebut  

dihubungkan peningkatan kinerja dalam  penyelesaian perkara  guna 

mengetahui implementasi one day minute dan one day publish di 

                                                             
                77 M. Hasbi, Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin, Selasa 12 Mei 2022.  
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Pengadilan Agama Banjarmasin, yang merupakan unsur penilaian pada 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Pengadilan Agama Banjarmasin dalam melaksanakan tugas pokok 

dibidang penerimaan dan penyelesaian perkara, maka dalam melaksanakan 

tugas tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI 

Nomor KMA/001/SK/l/1993 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian 

Administrasi Perkara Pengadilan Agama serta Panduan dari Mahkamah 

Agung yang termuat dalam Buku II. 

Pengadilan Agama Banjarmasin kadang posisinya pada kategori III 

yang   menyelesaikan perkara dari 250 sampai 1000 dan juga pernah pada 

posisi kategori IV yang   menyelesaikan perkara dari  1000  sampai 2500 

yang kategori tersebut tergantung jumlah perkara yang diselesaikan pada 

saat penilaian yang dilakukan setiap hari jumat sebagai contoh di bulan 

Desember 2021 Pengadilan Agam Banjarmasin masuk pada Kategori III, 

namun saat penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin di tahun 2022 

(sampai April 2022) menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama 

Banjarmasin pada kategori IV dan juga ternyata pada rapor penanganan 

perkara SIPP dalam periode Maret dan April 2022 Pengadilan Agama 

Banjarmasin berada pada kategori IV. 

One day minute one day publish pada dasarnya diimplementasikan, 

hanya saja ada beberapa hal yang membuat implementasi tersebut sulit. 

Seperti kurangnya sumber daya, sekitar 7 orang hakim telah dimutasi 

menjadikan Pengadilan Agama kekurangan SDM. Tugas minutasi pada 
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dasarnya adalah juga tugas hakim bersama-sama dengan panitera. 

Ditambah kualitas dan kuantitas SDM di Pengadilan juga yang kurang 

menjadikan perkara yang seharusnya sudah diminutasi maksimal pukul 

00.00 harus diminutasi pada keesokan harinya. 

Tidak sedikit perkara yang tidak diminutasi pada hari yang 

seharusnya. Ini juga menilai banyaknya perkara di Pengadilan Agama 

Banjarmasin yang sehari juga bisa menangani 30-50 perkara bahkan juga 

bisa lebih karena Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara apapun 

sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 

Tentu menjadi pertimbangan sulitnya mengimplementasikan one day 

minute one day publish.  Informan juga menjelaskan bahwa ketika hal ini 

harus terimplementasi dengan baik harus didukung dengan kualitas dan 

kuantitas SDM di Pengadilan Agama. 

b. Informan 2 

Nama  : Drs. Muhammad Zaid 

TTL  : Banjarmasin, 28 Maret 1967 

Alamat  : Komp. Dharma Praja 

Jabatan  : Panitera Pengganti 

Sistem kelas di Lembaga Peradilan yaitu Kelas I A, Kelas I B dan 

Kelas II, klasifikasi kelas pada pengadilan dengan kelas I A berdasarkan 

(1) jumlah tertinggi (banyaknya) perkara yang diterima (2) Pengadilan 

Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi tanpa mensyaratkan harus 

banyak jumlah perkara yang diterima. 
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Pengadilan Agama Banjarmasin berkedudukan di ibu kota Provinsi, 

tanpa mensyaratkan jumlah perkara yang besar, maka Pengadilan Agama 

Banjarmasin adalah kelas 1A. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara 

yang diterima tahun 2020 berjumlah 1923 perkara dan   tahun 2021 

berjumlah 2318, satu satunya Pengadilan Agama yang berada I wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Kelas 1 A, contoh Pengadilan Agama lainnya 

yaitu Pengadilan Agama Martapura   Kelas I B dan pengadilan Agama 

Banjarbaru Kelas II. Dan dilihat dari jumlah perkara yang diterima akan 

berbanding lurus dengan perkara yang diterima dan sesuatu data yang 

telah dikemukana bahwa dalam rapor kinerja pengadilan agama yang 

diumumkan di Website Badilag berdasarkan di kategori III dan IV, bahkan 

pada bulan Januari 2022 pernah berada kategori V kategori tersebut 

berdasarkan jumlah perkara yang diselesaikan.78 

Implementasi one day minute one day publish menurut informan 

nampak sulit untuk dilakukan karena masih belum dapat terlaksana dengan 

baik. Pengadilan Agama Banjarmasin sesuai dengan kelasnya 

mendapatkan perkara ratusan dan beberapa bulan bahkan ribuan dalam 

setahun. Proses minutasi sudah pasti terkendala, sesuai dengan One day 

minute one day publish minutasi maksimal dilakukan pukul 00.00 ketika 

suatu perkara diputus pada hari itu. Publikasi juga dilakukan dengan hal 

yang serupa. Ketika adanya perkara yang banyak di putus dalam satu hari 

dengan adanya minutasi perkara persiapan publikasi, cek pertimbangan, 

                                                             
78 Muhammad Zaid, Panitera Pengganti, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Selasa 12 Mei 

2022. 
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BAS, dan sebagainya menjadikan minutasi dan publikasi terkadang sulit 

terlaksana. Jika tetap dipaksakan terkadang dapat memunculkan adanya 

ketidaksesuaian seperti isi pertimbangan yang kurang, alat bukti yang 

kurang, dan sebagainya. 

Menurut informan kekurangan implementasi one day minute one 

day publish bukan pada programnya, melainkan memang Pengadilan 

Agama Banjarmasin memiliki kekurangan sumber daya baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas. Beliau menjelaskan peran sarjana hukum 

sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini, pasalnya tidak 

sedikit orang yang mengerti terkait minutasi perkara khususnya perkara 

hukum. Untuk upload berkas terkadang bukan menjadi kendala yang 

serius, hanya saja harus benar-benar memahami isi dan makna dari 

minutasi perkara hukum. 

c. Informan 3 

Nama  : Dra. Hj. Masmuntiara, S.H., M.H. 

TTL  : Banjarmasin, 29 Mei 1967 

Alamat  : Komp. Bunyamin Permai 

Jabatan  : Hakim  

Hakim juga tidak terlepas dari perannya terhadap minutasi dan 

publikasi perkara. Sebelum perkara diminutasi hakim sudah harus benar-

benar memeriksa perkara bahkan Berita Acara Persidangan (BAS). Selain 

itu hakim juga harus memperhatikan perkara yang diminutasi oleh panitera 

sehingga tidak ada perbedaan ketika dipublikasi nantinya. 
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Waktu Putusan terhitung sejak perkara di daftar sampai putus yang 

ditangani oleh Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga orang Hakim) Ketua 

Majelis, Hakim Anggota I dan II yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan 

Agama Banjarmasin yang disebut PMH (Penetapan Majelis Hakim), serta 

dibantu Panitera Sidang (Panitera atau Penitera Pengganti) yang ditunjuk 

oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmansin untuk membantu Majelis 

Hakim dan mencatat jalannya persidangan dan dituangkan dalam Berita 

Acara Sidang sampai perkara putus, minutasi yang diinput dalam SIPP.79  

Untuk penilaian Waktu Putus dengan ukuran lamanya perkara 

dalam proses sejak diterima sampai perkara tersebut putus, jika 

menggunakan waktu putus (sejak diterima sampai putus) kurang dari 1 

(satu) bulan dapat nilai 5, Jika penggunaan waktu satu bulan sampai dua 

bulan dapat nilai 3, jika penggunakan waktu tiga bulan sampai lima bulan 

dapat nilai 1, sedang perkara dalam proses menggunakan waktu lebih dari 

enam bulan maka nilainya 0 (nol).  

Minutasi perkara secara keseluruhan berkas perkara sudah selesai 

dan siap untuk diserahkan ke meja III untuk pengarsipan dan setelah 

diimput dalam SIPP, dalam mewujudkan pelayanan prima dan 

peningkatan kinerja diberlakukan waktu minutasi adalah satu hari  dengan 

sebutan one day minute, dilaksanakan minut pada hari perkara tersebut 

putus sampai batas waktu jam 24.00 atau jam 00, dapat difahami 

pengertian one day minute tidak berarti dalam kurun waktu 24 jam, tetapi 

                                                             
     79 Masmuntiara, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin, Selasa 12 Mei 2022. 
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dihitung sejak putusan dibacakan (misalnya putusan dibacakan pada jam 

09.00 WITA atau jam 14.00 WITA,  maka semua perkara yang putus pada 

hari itu batas waktu  pada jam 24 atau jam 00) dalam waktu tersebut 

seluruh perkara dapat diminutasi sebelum jam 00 WITA maka dalam rapor 

SIPP  mendapat nilai 100% (seratus persen) dalam kategori one day 

minute dan jika minutasinya melebihi jam 00 maka tidak termasuk lagi 

one day minute yang berpengaruh pada nilai pada SIPP. Meskipun dalam 

penilaian untuk mendapatkan rengking juga diperhatikan kecepatan dalam 

memasukkan data pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan 

untuk Pengadilan Agama Banjarmasin,  semua perkara yang putus hari itu 

telah minutasi pada hari itu juga  harus segera diinput dalam SIPP 

diupayakan seluruhnya telah diinput sebelum jam 16.30 WITA batas 

waktu jam pulang  kantor, namun nyatanya berdasarkan wawancara 

dengan Hakim dan Penitera Pengadilan Agama Banjarmasin karena 

perkara putus ada beberapa maka tetap harus diselesaikan meskipun telah 

melewati jam pulang kantor   dan aparat yang terkait Panitera Sidang dan 

Tim Informasi Teknologi (TIM IT) menunda jam pulangnya dan 

mendekati waktu  magrib  telah selesai semua di input dalam SIPP. 

Unsur penilaian ketiga adalah bobot upload putusan atas perkara 

yang putus pada hari itu. Upload putusan  sesuai keterangan dari Panitera 

Pengadilan Agama Banjarmasin jika upload putusan ke Mahkamah Agung 

dikirim sesuai aslinya tanpa anonim dan tidak dapat diakses oleh publik, 

akan tetapi yang dapat diakses publik melalui direktori putusan Mahkamah 
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Agung adalah putusan yang telah di anoniminasasi (pengkaburan) 

sehingga kerahasiaan para pihak terjamin karena identitas tidak 

terpubilkasi atau tidak dicantumkan nama dan hanya disamarkan sesuai 

ketentuan anonim, jika para pihak hendak mengambil  putusan asli dapat 

diambil para pihak di Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin. 

Dari beberapa penjelasan tadi beliau menuturkan tidak mudah 

untuk mengimplementasikan program one day minute one day publish di 

sebuah Pengadilan Agama. Faktanya Pengadilan Agama Banjarmasin 

adalah Pengadilan Agama Banjarmasin yang terkadang masih sering 

ditemukan perkara yang telah diputus akan tetapi belum diminutasi. Proses 

minutasi dan publikasi juga memiliki prosedur, karena ini untuk menjamin 

transparansi dan menjamin nilai kepastian bahwa produk hukum yang 

dipublikasikan telah sesuai sebagaimana mestinya. 

Minutasi pada hakikatnya tidak hanya minutasi pada SIPP tetapi 

minutasi harus selesai pada perakra dicetak, dijilid, hingga dijahit. Artinya 

ketika memang benar-benar mengikuti one day minute dan one day 

publish maka pekara yang telah diputus telah selesai dijahit dan 

dipublikasi.  

Beliau menjelaskan bahwa beberapa hal yang sering terjadi bahkan 

di seluruh Pengadilan Agama adalah perkara yang diminutasi bermasalah, 

kemudian publikasi tidak sesuai jadwal, bahkan putusan yang diupload 

memiliki kekurangan baik itu pertimbangan yang kurang, amar putusan 

yang berbeda, bahkan alat bukti dan sebagainya. Artinya minutasi dan 
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publikasi harus benar-benar teliti dan tidak sembarangan sehingga 

masyarakat pencari keadilan benar-benar mendapatkan kepastian dan 

transparansi. 

No. Informan Penerapan Kendala 

1. M. Hasbi, S.H. One day minute dan 

one day publish belum 

terimplementasi dengan 

baik karena masih 

ditemukan perkara yang 

belum dapat diminutasi 

sesuai jadwal. 

 Kualitas dan 

kuantitas SDM 

yang kurang. 

 Perkara yang 

sangat banyak. 

 Waktu minutasi 

yang singkat yang 

mengakibatkan 

penurunan 

rangking dari 

Badilag pusat. 

2. Drs. Muhammad Zaid One day minute dan 

one day publish belum 

terimplementasi 

sepenuhnya karena 

banyaknya perkara 

yang terlambat 

diminutasi bahkan 

kurang sesuai dengan 

 Kualitas dan 

kuantitas SDM 

yang kurang. 

 Perkara yang 

sangat banyak. 

 Waktu minutasi 

yang singkat 

sedangkan 
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aslinya ketika telah 

diminutasi. 

terdapat sidang 

keliling. 

 Kelelahan petugas 

minutasi ketika 

perkara putus di 

waktu sore hari. 

3. Dra. Hj. Masmuntiara, 

S.H., M.H. 

One day minute dan 

one day publish belum 

terimplementasi 

sepenuhnya. Tidak 

sedikit perkara yang 

belum dapat diminutasi 

tepat waktu dan banyak 

perkara yang tidak 

sesuai ketika diminutasi 

bahkan publikasi. 

 Kualitas dan 

kuantitas SDM 

yang kurang. 

 Perkara yang 

sangat banyak 

yang 

mengakibatkan 

penumpukan 

berkas dan Salinan 

putusan bisa 

beracak-acakan 

 Waktu minutasi 

yang singkat. 

 Keterlambat para 

hakim meberikan 

putusan minutasi 

ke panitera 
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pengganti dan 

perkara yang 

bermasalah. 

 

B. Analisis 

1. Penerapan One Day Minute dan One Day Publish di Pengadilan Agama 

Banjarmasin 

 

Minutasi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan panitera 

pengadilan guna melaksanakan tugas dalam menyelesaikan administrasi 

pengadilan seperti pengetikan hingga pengesahan suatu perkara.80 One day 

dan One Day Minute. atau satu hari satu minutasi diartikan sebagai 

pelaksanaan minutasi hingga batas waktu Pukul 00.00. Artinya minutasi tidak 

hanya dapat dipahami minutasi dalam waktu 24 jam, akan tetapi terhitung 

sejak dibacakannya sebuah putusan maka batas minutasi di Pengadilan Agama 

Banjarmasin adalah sebelum pukul 00.00 WITA. Sedangkan one day publish 

adalah perkara yang sudah putus maka pada hari itu juga putusan langsung 

dipublikasikan ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan Direktori 

Putusan Mahkamah Agung. 

Maksud dari one day minute atau minutasi satu hari bahwa perkara 

yang putus maka berkas harus sudah di minutasi pada hari tersebut sedangkan 

one day publish adalah perkara yang sudah putus maka pada hari itu juga 

putusan langsung dipublikasikan ke SIPP. 

                                                             
80 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Bangil: Jaudar Press, 

2017), hlm. 745. 
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Pengadilan Agama 

Banjarmasin telah mengimplementasikan one day minute one day publish. 

Sebagaimana dijelaskan oleh keseluruhan informan bahwa implementasi one 

day minute one day publish adalah sebuah keharusan. Adapun ketika minutasi 

dilakukan setelah pukul 00.00 WITA, maka tidak lagi disebut one day minute 

one day publish. Ini tentu akan berpengaruh pada nilai SIPP Pengadilan 

Agama Banjarmasin karena akan mengurangi nilai SIPP yang seharusnya 

100%. 

Pada kenyataannya meskipun one day minute one day publish telah 

diterapkan di Pengadilan Agama Banjarmasin, akan tetapi tidak sedikit pula 

perkara yang tidak dapat diminutasi sebelum pukul 00.00 WITA. Ini dapat 

dilihat dari jumlah perkara yang diminutasi serta nilai perlehan SIPP 

Pengadilan Agama Banjarmasin untuk tahun 2022 saja pada bulan Januari 

hingga April menurun dari peringkat II menjadi peringkat IV. Ini disebabkan 

banyaknya perkara yang masuk dan tidak dapat diminutasi hanya dengan 

waktu satu hari.  

Pengadilan Agama Banjarmasin dalam melaksanakan tugas pokok 

dibidang penerimaan dan penyelesaian perkara, maka dalam melaksanakan 

tugas tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI 

Nomor KMA/001/SK/l/1993 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian 

Administrasi Perkara Pengadilan Agama serta Panduan dari Mahkamah 

Agung yang termuat dalam Buku II. Meskipun pada dasarnya minutasi tidak 

langsung dilakukan pada saat perkara putus, hanya saja Pengadilan tetap 
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diberikan waktu untuk melakukan minutasi. Ini sebagaimana dijelaskan oleh 

bahwa minutasi sendiri dapat dilakukan dengan bertahap dan tidak sekaligus 

pada setiap selesai persidangan. Kemudian juga dapat dilaksanakan dengan 

per kelompok yakni dengan mengelompokkan jenis surat dalam kelompok 

tertentu.81  

Menilai adanya permasalahan ini menunjukkan bahwa dalam proses 

minutasi harus benar-benar dilakukan. Prosedur one day minutation yang 

diterapkan sejak tahun 2019 hingga sekarang tidak lain adalah untuk 

memaksimalkan kinerja dari badan peradilan.82 One day minutation dan one 

day publish ialah peningkatan dan juga percepatan kerja dan kinerja guna 

menyelesaikan perkara Peradilan Agama demi meningkatkan kualitas dan 

kuantitas layanan. One day publish sendiri dengan mekanisme one day send 

merupakan inovasi percepatan penyelesaian perkara, perkara banding juga 

akan diputus hari itu dan putusan harus diminutasi. Perkara juga di upload 

pada hari itu ke Direktori putusan Mahkamah Agung RI, pada hari itu pula 

Bundel A serta salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama akan dikirim ke 

Pengadilan Agama. 

Dari hal ini ketika adanya perkara yang belum diminutasi maka sebuah 

Pengadilan masih belum mengimplementasikan secara penuh one day minute 

one day publish. Inilah yang sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama 

                                                             
81 Ibid, hlm. 27. 

 
82 Fadilah Alwaritsa Tayib dan Kurniati, “Implementasi One Day Minutation Terhadap 

Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA,” Qadauna 2, no. 1 

(2020): 131–144, hlm. 139. 
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Banjarmasin. Jika ditinjau ajaran Islam menyegerakan sesuatu yang baik 

adalah hal yang sangat dianjurkan, dan dianjurkan juga untuk tidak 

mempersulit urusan sesama umat manusia, dalam hal ini melakukan dengan 

segera minutasi di pengadilan menunjukkan bahwa seseorang telah 

memanfaatkan waktu sebaik mungkin, hal ini sejalan dengan Firman Allah 

Surat al-Baqarah/2: 185.   

يْدَُبِّكُمَُالْعسُْرََ َُبِّكُمَُالْيسُْرََوَلَاَيرُِّ يْدَُاللَّه  يرُِّ
 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu”.83 

 

Dari hal ini dapat diketahui implementasi one day minute one day 

publish di Pengadilan Agama Banjarmasin masih belum sepenuhnya 

terealisasi. Meskipun tidak ada sanksi khusus terhadap Pengadilan, akan tetapi 

ini akan berpengaruh pada nilai SIPP. Nilai SIPP yang rendah justru 

menunjukkan sebuah pelayanan Pengadilan juga kurang. Minutasi yang tidak 

dilakukan sesuai standar operasional prosedur dengan mengimplementasikan 

one day minute one day publish, maka tidak akan  

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan sebuah kebijakan, 

biasanya dalam bentuk peraturan akan tetapi dapat pula berupa perintah atau 

keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan 

tersebut mengidentifikasi masalah yang akan di atasi.84 

                                                             
83 Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 41. 

 
84 Erwin Resmawan, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi 

Bandar Udara dan Jalan di Kabupaten Malinau” (Tesis Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin 

Makassar, 2015), hlm. 31. 
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Berdasarkan SOP minutasi Satu Hari Pengadilan Agama, proses 

minutasi membutuhkan waktu hanya sekitar 47 menit untuk setiap perkara, 

dengan ketentuan berkas telah dipilah dan disusun serta BAS (berita acara 

sidang) telah dibuat dengan sempurna dan ditandatangani.85 

Peranan Panitera Pengganti Dalam Proses Minutasi Berkas Perkara 

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang termasuk banyak menerima 

perkara setiap hari, bulan dan tahunnya, tentu penyelesaiannya harus cepat dan 

bersamaan dengan minutasi. Dengan demikian diperlukan sebuah kerjasama 

yang baik dan terkoordinasi. Sementara Dirjen Badilag pada tanggal 31 Juli 

2018 mengeluarkan perintah tentang keharusan minutasi perkara satu hari 

setelah perkara putus dengan istilah (one day publik one day minute). Dari 

serangkaian aktivitas di atas dapat dipahami bahwa peran Panitera Pengganti 

sangatlah vital dalam implementasi one day minute. Maka seorang Panitera 

Pengganti harus selalu melakukan control terhadap berkas-berkas perkara 

sejak perkara tersebut didaftarkan hingga selesai.  

Selain itu, Panitera Pengganti juga wajib dan bertanggung jawab atas 

kerapian, keutuhan dalam penyusunan berkas dan berkoordinasi dengan 

Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Jika saja ada satu berkas 

yang hilang akan berakibat terhadap keabsahan putusan hakim. Sebab Majelis 

Hakim yang menangani perkara tersebut berkewajiban bertanggung jawab 

terhadap minutasi perkara. Dengan kata lain bahwa yang bertanggung jawab 

terhadap minutasi berkas perkara adalah Ketua Majelis Hakim, namun dibantu 

                                                             
85 Bahri, op.cit, hlm. 6. 
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oleh Panitera/Panitera Pengganti untuk mengerjakannya. Waktu yang 

dibutuhkan dalam proses minutasi perkara adalah 1 hingga 14 hari setelah 

putusan dibacakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 

Tahun 1962 dan Nomor 4 Tahun 1998, yang keduanya mengartikan 

“minutering” dengan penyelesaian berkas perkara.  

Setelah keluarnya Surat Ditjen Badilag Nomor 

1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan 

Peradilan Agama, serta dituangkan dalam Buku I Pedoman Standar SAPM 

edisi III yang saat ini menjadi APM. Maka SOP minutasi berkas perkara pada 

hari dibacakannya putusan, sehingga hanya memerlukan beberapa menit 

setelah dibacakan putusan. Jadi dapat diimplementasikan paling lama 40 

sampai 47 menit saja waktu yang dibutuhkan dalam proses minutasi.  

Implementasi One Day Minutation Berdasarkan SOP Minutasi Satu 

Hari Pengadilan Agama, proses minutasi membutuhkan waktu hanya sekitar 

47 menit untuk setiap perkara, itupun dengan ketentuan berkas telah dipilah 

dan disusun serta BAS (berita acara sidang) telah dibuat dengan sempurna dan 

ditandatangani.  

Memang realita di lapangan menunjukkan bahwa terkadang ada 

beberapa data terkait minutasi di SIPP tidak sesuai dengan keadaan 

sebenarnya yang artinya semisal suatu perkara di SIPP tercatat telah 

diminutasi tanggal 1 Mei 2022, bisa jadi berkas fisiknya diminutasi pada 

tanggal berikutnya yakni 2 Mei 2022. Memang tidaklah salah ketika minutasi 

berkas perkara lebih dari 1 hari karena dalam Buku II dan Pola Bindalmin 
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menyebutkan minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 

hari sejak putusan diucapkan, namun seharusnya pelaksanaan minutasi juga 

menerapkan/ merujuk pada Surat Ditjen Badilag nomor 

1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan 

Peradilan Agama yang menginstruksikan minutasi berkas perkara selesai pada 

hari yang sama dengan putusan dibacakan atau yang dikenal dengan one day 

minutation. Idealnya antara das sein dan das sollen seyogyanya sesuai dan 

saling melengkapi, namun kenyataannya dalam menerapkan SOP tersebut 

tidaklah semudah membalikkan tangan karena terdapat beberapa kendala. 

Dari permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin ini 

menunjukkan adanya proses implementasi yang dinilai kurang. Mustari 

menjelaskan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai 

kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah 

dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh content of policy 

(isi kebijakan) dan contex of implementation (konteks implementasinya).86 

Disamping itu pentingnya implementasi one day minute one day 

publish ini memperhatikan atas adanya asas peradilan yang sederhana, cepat, 

dan biaya ringan. Penjelasan asas dalam Undang-Undang tersebut dimaksud 

dengan “sederhana” adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan cara 

efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya 

perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas 

sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian 

                                                             
86 Mustari, op.cit, hlm. 163. 
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perkara di Pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan 

dalam mencari kebenaran dan keadilan. 

Memperhatikan implementasi dari one day minute one day publish di 

Pengadilan Agama Banjarmasin pada dasarnya tidaklah berdampak pada 

kebijakan saja melainkan hukum. Jelas bahwa implementasi dari one day 

minute one day publish yang kurang mengakibatkan beberapa permasalahan 

dalam produk hukum Pengadian. Dari hasil wawancara diketahui bahwa 

beberapa putusan yang diupload id Direktori Mahkamah Agung kurang sesuai 

dengan putusan aslinya. Disamping itu minutasi yang cepat terkadang 

menjadikan adanya beberapa kesalahan sehingga perlu memperbaiki minutasi 

dan publikasi tersebut. 

Inilah hal yang sangat penting untuk diperhatikan, bahwa kekurangan 

dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan berdampak pada kekurangan pada 

produk hukum Pengadilan tersebut. Ketika produk hukum yang diupload 

kurang sesuai justru hal ini akan berdampak pada kekaburan atau kesalahan 

pad aproduk hukum tersebut. Hukum setidaknya mengandung nilai keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika hukum tidak sesuai dengan produk 

yang telah dipertimbangkan, justru produk hukum tersebut dapat daikatakan 

tidak memberika nilai kepastian hukum. Sebagaiamana yang dijelaskan oleh 

Ali bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya 

kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan 

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat 

umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan 
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untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk 

kepastian hukum.87 

Inilah sesuatu yang sangat diperhatikan dalam implementasi one day 

minute one day publish oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Minutasi dan 

publikasi yang dilakuka tidak lain adalah menciptakan kepastian hukum 

dengan memastikan bahwa produk hukum berupa putusan harus sesuai. Ketika 

adanya kekurangan atau ketidaksesuaian justru akan berdampak besar pada 

produk hukum sebagai output dari Pengadilan Agama. 

Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan 

sebagaimana serta sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah tumbuh dan 

berkembang Indonesia atas kehendak bangsa Indonesia sendiri sejak berabad-

abad yang lalu, jauh sebelum pemerintah kolonial menginjakkan kakinya di 

bumi nusantara ini. Peradilan Agama telah berdiri karena kebutuhan hukum 

masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama Islam.88 Artinya lembaga 

peradilan memiliki peran untuk menyelesaikan perkara dan memberikan 

keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia. 

Jika memperhatikan pendapat Imam al-Mawardi yang menjelaskan 

bahwa: 

َالقا َولاية َكانت َوقطعَوإذا َالمنازعات، َفصل َ َيشتمل: َفنظره َعامة ضي

 .89التشاجر،َوالخصومات.َإماَصلحاَعنَتراض،أوإجباراَبحكمَبات

                                                             
87 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis) (Jakarta: 

Gunung Agung, 2002), hlm. 82. 

 
88 A. Khinsi, Hukum Peradilan Agama (Semarang: UNISSULA Press, 2011), hlm. 24. 
89 Abu al-Hasan ’Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi Al-Mawardi, al-

Ahkam al-Sultaniyah (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 65. 
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“Jika jurisdiksi hakim bersifat umum, maka pertimbangannya meliputi: 

menyelesaikan perselisihan, memutus pertengkaran, dan pertengkaran. Entah 

mereka berdamai dengan persetujuan bersama, atau secara wajib berdasarkan 

putusan”. 

 

Dari pendapat ini jelas bahwa lembaga peradilan memiliki peranan 

untuk mempertimbangkan hukum secara adil dan memenuhi setiap hak 

masyarkat. Kaitannya dengan minutasi perkara ialah pertimbangan hukum 

yang diminutasi haruslah seseuai dengan keadaan hukum yang 

dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Terlebih publikasi yang merupakan 

bagian dari transparansi Pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan juga 

harus sesuai sebagaimana mestinya. 

Tujuan dari publikasi tidak lain adalah memberikan kepastian hukum 

kepada masyarakat secara umum khususnya kepada pihak yang berperkara. 

Kepastian hukum yang tidak diwujudkan bahkan adanya kesalahan dalam 

implementasi kepastian ini akan memberikan kemudaratan kepada para pihak. 

Sebagaimana diketahui bahwa kemudaratan adalah hal yang harus 

dihilangkan, dengan dasar kaidah fikih yang menyebutkan bahwa: 

رَرَُ   90يزَُالَُ الَضَّ
“Kemudaratan harus dihilangkan”. 

Dari hal ini dapat diketahui bahwa implementasi one day minute one 

day publish sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai hukum. Dengan 

implementasi yang sesuai, minutasi dan publikasi sebagaimana yang 

diharapkan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Produk 

                                                             
90 Ahmad al Hajjiy al Kurdiy, Al Qawa’id al Fiqhiyatu al-Kulliyah (Kuwait: Dar al-

Thahiriyah, 2019), hlm. 43. 
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hukum Pengadilan sangat berarti bagi masyarakat pencari keadilan. Produk 

hukum berupa putusan atau penetapan merupakan seperangkat aturan yang 

mengatur para pihak yang berperkara. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum.91  

Kepastian hukum yang dapat dijamin melalui implementasi one day 

minute one day publish pada dasarnya tidak hanya memberikan manfaat akan 

kepastian saja melainkan juga pada kemanfaatan hukum. Implementasi one 

day minute one day publish di Pengadilan Agama Banjarmasin tidak lain 

adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Prinsip utama dari 

kemanfaatan hukum adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan 

hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar 

rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan 

akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.92  

2. Kendala Sistem Administrasi dalam Penerapan One Day Minute dan One 

Day Publish di Pengadilan Agama Banjarmasin 

 

Berperkara di Pengadilan Agama adalah memeriksa dan menyelesaikan 

perkara perdata tertentu yang telah ditentukan menjadi kewenangannya dalam 

Undang-Undang Peradilan Agama dan untuk mendapatkan pelayanan yang 

                                                             
91 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Pranada Media 

Group, 2008), hlm. 158. 

 
92 Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1993), hlm. 80. 
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prima tentang waktu minutasi sebagai suatu kebijakan dari Direktorat Jendral 

Peradilan Agama. 

Program One Day Minut dan One Day Publish sebagai program 

unggulan sudah tidak asing lagi bagi 411 Peradilan Agama diseluruh 

Indonesia, karena merupakan suatu program yang harus dilaksanakan di 

seluruh Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama.  

One day minutasi dan one day publish ini sudah menjadi program unggulan 

bagi Ditjen Badan Peradilan Agama tentang Peningkatan Kinerja dan 

Pelayanan Peradilan Agama93  sehingga Peradilan Agama diseluruh Indonesia 

selalu berlomba-lomba secara sehat dan selalu berusaha menjadi yang 

terdepan dan yang terbaik, terbaca pada pengumuman di website Badilag 

Mahkamah Agung.94 

  Pengadilan Agama Banjarmasin menunjukkan ketekunan dalam 

mengimplementasikan one day minutasi dan one day publish dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan, namun dalam 

pelaksanaannya terdapat kendala sebagaimana berikut ini: 

a. Jumlah SDM Belum Memenuhi Standar   

         Kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam SK KMA 

Nomor138/KMA/SK/IX/2009 yang mengatur batasan jangka waktu 

penanganan perkara, termasuk batasan waktu publikasi informasi perkara 

                                                             
  93 Edaran Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/ OT.01.3/VII/2018, Tentang Peningkatan 

Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama terhitung bulan Agustus 2018, dan Kebijakan Ketua 

Mahkamah Agung yang tertuang dalam SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 yang mengatur 

batasan jangka waktu penanganan perkara. 
 

  94 Mahkamah Agung RI, “Pengumuman”, https://badilag.mahkamahagung .go.id/ Pengu 

muman, diakses pada 6 Mei 2022. 
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(one day publish) yang bermakna komitmen Mahkamah Agung untuk 

terus meningkatkan kualitas layanan, sedang jumlah SDM sangat kurang, 

jumlah hakim dan ASN lainnya masih kurang, beban kerja tidak sebanding 

dengan SDM di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A, sehingga  

terdapat rangkap pekerjaan misalnya Penata Komputer bertugas membantu 

di bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan sementara juga ditugaskan untuk 

membantu di bidang kepaniteraan untuk  terpenuhinya pelaksanaan one 

day minute dan one day publish serta kegiatan yang berkaitan zoom dari 

Mahkamah Agung yang memungkinkan seharian menjadi operator.  

b. Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Layanan 

Suatu kewajiban meningkatkan kuantitas dan kualitas bagi aparat 

Pengadilan Agama Banjarmasin dalam pelayanan penyelesaian perkara 

dan penyelesaian administrasi perkara yang dapat diakses oleh masyarakat 

luas terutama pencari keadilan. Tidak hanya selesai dilaksanakan terikat 

dengan waktu satu hari dan juga tidak berarti 1 kali 24 jam, tetapi 

terhitung sejak putus hari itu sampai jam 00. Dengan dituntutnya 

meningkatkan kuantitas dan kualitas Putusan dan layanan dihadapkan 

dengan waktu yang sangat terbatas sedang banyak yang harus dikerjakan 

dalam satu hari, Upaya  melakukan meningkatkan  kerja sama antara 

Majelis Hakim dengan Penitera Pengganti  saling bersinergi dalam 

penyelesaian perkara, pengadministrasian dalam penerapan one day 

publish dan one day minute harus tepat waktu,  sehingga sering waktu 
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pulang melebihi waktu jam kantor sedang  kelebihan jam kerja tidak 

dihitung lembur . 

c. Program Sidang Keliling 

Biasanya pada hari diadakannya sidang keliling semua pegawai 

yang ditugaskan boleh kembali ke rumah masing-masing karena berstatus 

Dinas Luar, idealnya penyelesaian berkas dapat dilanjutkan esok harinya, 

namun tidak demikian setelah program one day minutasi dan one day 

publish diterapkan, berarti harus kembali lagi ke kantor untuk 

menyelesaikan segala yang berkaitan minutasi dan publikasi putusan pada 

hari itu. 

d. Hambatan dalam Input Data di SIPP 

Jumlah perkara yang disidangkan cukup banyak terkadang sidang 

berlangsung hingga sore hari, karena dengan adanya 7 orang hakim mutasi 

maka jumlah perkara majelis bertambah jumlahnya. Banyak perkara 

disidangkan pada hari itu dan tidak menutup kemungkinan banyak perkara 

putus, sedang pengadministrasian harus selesai hari itu juga baik perkara 

yang ditunda maupun perkara putus, dan terkadang ada gangguan 

eksternal seperti jaringan internet yang lambat karena banyak pengguna 

serta sulitnya mengakses lalu terjadi gagal dalam proses dan kendala lain 

mati lampu. 

e. Perasaan Lelah dan Jenuh serta Kurang Menguasai Informasi 

Teknologi 
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Pengadilan Agama Banjarmasin adalah kelas I A, dilihat dari segi 

pangkat SDM yang mentok pangkatnya yang tidak bisa naik lagi 

pangkatnya yang bertugas di kelas I B, maka dimutasikan ke Pengadilan 

Agama Kelas I A,  sehingga Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama 

Banjarmasin Kelas I A tidak sedikit hampir memasuki masa pensiun/purna 

bakti, sementara para hakim, para panitera pengganti mempunyai user 

sendiri, sesuai tugasnya harus mengimput dalam SIPP,  sedang kurang 

memahami tegnologi sehingga ada yang merasa lelah dan jenuh bahkan 

sangat telambat dalam mengerjakan tugasnya berkaitan dengan IT 

(informasi dan Teknologi) 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi diantaranya: 

a. Karakteristik masalah, yang terdiri atas ketersediaan teknologi dan 

teori teknis, keragaman prilaku kelompok sasaran, sifat populasi, 

derajat perubahan perilaku yang diharapkan. 

b. Daya dukung peraturan, yang terdiri atas kejelasan dan konsistensi 

tujuan, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki dalam dan 

diantara lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari lembaga 

pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana dan akses formal pihak luar. 

c. Non peraturan, yang terdiri atas kondisi sosial ekonomi dan teknologi, 

dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-

kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan 

kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.95 

                                                             
95 Ibid, hlm. 145-146. 
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Dari beberapa kendala di atas, dapat diketahui dalam implementasi one 

day minute one day publish di Pengadilan Agama Banjarmasin tidaklah 

mudah. Banyaknya perkara menjadikan minutasi dan publikasi yang dilakukan 

juga banyak. Sedangkan setiap Pengadilan untuk mempertahankan kualitasnya 

sebagai lembaga yang dapat memberikan keadilan dalam hukum dituntut 

untuk melakukan minutasi dan publikasi langsung setelah perkara diputus.  

Hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bahwa One Day 

Minute dan one day publish bukanlah merupakan sebuah asas atau peraturan 

hukum di Pengadilan Agama. Sehingga perlu memperhatikan kualitas dari 

minutasi dan publikasi terhadap produk hukum sebagai output Pengadilan 

Agama yang sangat penting. Produk hukum berupa putusan merupakan 

sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena 

itu dalam menciptakan produk hukum tersebut tidak akan terlepas dari kualitas 

minutasi dan publikasi yang baik dan sesuai. 
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